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Abstract: The Deed of Sale Purchase is based on the issue 
of accounts payable as stated in the Deed of Recognition of 
Debt, which on the one hand contains the responsibility of 
Notary in applying the principle of prudence in measuring 
the legitimacy to make a transition on the guarantee of the 
certificate made on behalf of the creditor as collateral for 
the debtor to obtain the receivable. This Deed of 
Recognition of Debt is reinforced by the agreement payable 
receivable agreed upon by the parties, which may be 
followed by the Deed of Sale of Sale as collateral against the 
debt repayment if the debtor is defaulted. At the end of this 
paper concluded that: (1) the recognition of the debt with 
the guarantee of the right to land can be done by selling the 
power under the Deed of Recognition of Debt with the 
guarantee of land rights, and this is not contradictory to the 
legislation, and (2) The responsibility of the Notary as the 
official the general author of authentic deeds attaches to 
civil liability when making a mistake in carrying out his 
position, with due regard to aspects of making against the 
law or wanprestasi. 
 
Abstrak:  Akta Kuasa Jual lahir berdasarkan persoalan 
hutang piutang yang tertuang dalam Akta Pengakuan 
Hutang, yang di satu sisi mengandung tanggung jawab 
Notaris dalam melakukan prinsip kehatian-hatian dalam 
mengukur legitimasi untuk melakukan peralihan atas 
jaminan sertifikat yang dilakukan atas nama kreditur 
sebagai jaminan debitur untuk memperoleh piutang. Akta 
pengakuan hutang ini dikuatkan oleh perjanjian hutang 
piutang yang telah disepakati para pihak, yang bisa diikuti 
Akta Kuasa Jual sebagai jaminan terhadap pengembalian 
hutang jika debitur wanprestasi. Di akhir tulisan ini 
disimpulkan bahwa: (1) pengakuan hutang dengan jaminan 
hak atas tanah dapat dilakukan dengan kuasa menjual 
Moh Bafarirahman Pratama - J. Andy Hartanto 
 
 
Al-Qānūn, Vol. 20, No. 2, Desember 2017 
455 
berdasarkan Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan hak 
atas tanah, dan ini tidak bertentangan dengan perunndang-
undangan, dan (2) Tanggung Jawab Notaris selaku pejabat 
umum pembuat akta otentik melekat tanggung gugat 
keperdataan apabila melakukan kesalahan dalam 
menjalankan jabatannya, dengan memperhatikan aspek 
pembuatan melanggar hukum atau wanprestasi.  
 
Kata Kunci: tanggung jawab Notaris, Akta Pengakuan 
Hutang, kuasa menjual 
 
A. Pendahuluan 
Implementasi pemberian kedudukan Kuasa Menjual 
dapat dijadikan dasar pada proses dibuatnya AJB balik nama 
dan sekaligus dijadikan alat pendaftaran peralihan hak atas 
tanahnya berdasarkan pada akta Kuasa Menjual saja dengan 
tanpa diikuti akta PPJB. 
Persoalan terhadap keberadaan kuasa menjual yang 
dipergunakan dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah 
tidak dijumpai pengaturannya dalam PP No. 24 Tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah. Kekosongan norma tersebut 
telah menyebabkan terjadinya penyelesaian pendaftaran 
peralihan hak atas tanah yang berbeda-beda antar PPAT 
sesuai pengetahuan yang dimiliki dan keberaniannya 
melakukan upaya penemuan hukum. 
Keberadaan  surat keterangan Notaris serta apa 
akibat hukum yang dapat  ditimbulkan  bagi  Akta  Kuasa  
Menjual  berikut  kendala-kendala dalam  permohonan  
peralihan  hak  atas  tanahnya  menjadi  menarik  dan  aktual  
untuk dikaji.  
Analisis putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Malang 
atas perkara perdata wanprestasi Nomor 
05/Pdt.G/2017/PN.Kpn Debitur meminjam uang kepada 
Kreditur untuk pelunasan kredit PT.Danamon Indonesia 
melalui Danamon Simpan Pinjam (DSP) Unit Baru Lawang 
dengan Platfon Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta 
rupiah), para pihak sepakat membayar terhitung 5 (lima) 
bulan terhitung tanggal 1 April 2011 sampai 1 September 
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2011 sesuai dengan Pasal 1 didalam Perjanjian Pengakuan 
Hutang No. 41 dan guna menjamin pelunasan maka Tergugat 
sepakat dengan menjaminkan sebidang Tanah HGB No.124 
Desa Ardimulto, seluas 112 M2 sesuai Pasal 4 dalam 
Perjanjian Pengakuan Hutang.  
Saat Perjanjian pengakuan hutang No. 41 melahirkan 
Kuasa Menjual No. 42, sampai peralihan hak atas Hak Guna 
Bangunan No. 124 berdasarkan akta jual beli No. 299/2014 
dalam hal ini Penggugat mulai Perjanjian Pengakuan Hutang 
tahun 2011 sampai 2014 membayar beban biaya-biaya yang 
timbul dalam segala bentuk perjanjian baik: Perjanjian 
Pengakuan Hutang No. 41. Kuasa Menjual No. 42, Akta Jual 
Beli No. 299/2105, Biaya Peralihan Hak atas Tanah 
ditanggung pihak Kreditur sehingga tidak sesuai dengan 
kesepakatan yang telah disepakati pihak Tergugat yang 
tertuang dalam Perjanjian Pengakuan Hutang No. 41, 
sehingga Penggugat sudah melakukan prestasi dan itikad 
baik dalam melakukan perjanjian. 
Pelaksanaannya berdasar pada akta Perjanjian 
Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Kuasa Menjual dalam bentuk 
akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Akta- akta  tersebut  
dibuat  antara  para  pihak,  di  satu  pihak  sebagai  pemilik  
tanah  selaku penjual dan di pihak lain sebagai pembeli dari 
tanah, dihadapan Notaris sehingga lazim disebut dengan 
akta notariil. Isi akta pada hakikatnya berupa pernyataan 
para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perbuatan 
hukum jual-beli atas tanah berikut segala sesuatu yang 
melekat pada tanah-tanah tersebut. ketentuan Pasal 1792 
KUHPerdata maka sifat dari pemberian kuasa adalah 
“mewakilkan” atau “perwakilan”.  
Mewakilkan” disini maksudnya pemberi kuasa 
mewakilkan kepada si penerima kuasa untuk mengurus dan 
melaksanakan kepentingan si pemberi kuasa. Adapun arti 
kata “atas nama” yang dimaksud pasal ini adalah si penerima  
kuasa  berbuat  atau  bertindak  mewakili  si  pemberi  kuasa. 
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Dalam setiap pemberian kuasa, pada umumnya 
sekaligus sebagai penyerahaan perwakilan kepada penerima 
kuasa  sehingga dalam  hal  ini  si  penerima kuasa langsung  
berkedudukan sebagai wakil dari pemberi kuasa. Dengan 
demikian, pada pemberian kuasa ini terjadi 2 (dua) hal yang 
bersamaan, yaitu:1 
1. Adanya  pernyataan  kehendak  dari  kedua  belah  pihak  
bahwa  yang  satu memberikan perintah dan yang lain 
menerima perintah itu;  
2. Adanya   pernyataan   sepihak   dari   pemberi   perintah   
(kuasa)   bahwa   ia menghendaki agar diwakili oleh si 
penerima perintah. 
Tujuan dari penulisan ini adala ingin mengetahui dua 
hal. Yaitu: (1) apakah Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT 
sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam melakukan 
Peralihan Hak Atas Tanah, dan (2) apakah Tanggung Gugat 
PPAT terhadap prinsip kehati-hatian dalam Pembuatan Akta 
Jual Beli.  
 
B. Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT sesuai dengan 
prinsip kehati-hatian dalam melakukan Peralihan 
Hak Atas Tanah 
Dasar Tanggung Gugat PPAT terhadap pembuatan 
Akta Jual Beli di dasarkan kepada perjanjian pokok PJJB 
(Perjanjian Pengikatan Jual Beli), perjanjian accesoir dalam 
kuasa menjual 
Pelanggaran atau kesalahan (beroepsfout) PPAT 
dalam menjelaskan jabatan dapat menimbulkan kerugian 
kepada klien atau pihak lain. Kesalahan yang dilakukan oleh 
PPAT dalam menjalankan jabatan dapat membawa dampak 
pada akta yang dibuatnya, yakni hanya mempunyai 
kekuatan sebagai akta di bawah tangan (onderhands acte) 
dan Batal Demi Hukum. 
                                                        
1 Hartono Soerjopratikno, Perwakilan Berdasarkan Kehendak, 
(Yogyakarta: Seksi Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, 1992), h. 67. 
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Menurut Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Akta Jual Beli 
dibuat dihadapan PPAT atau Camat untuk daerah tertentu 
yang masih jarang terdapat PPAT. Secara Hukum, Peralihan 
Hak atas tanah dan bangunan tidak bisa dilakukan di bawah 
tangan. Dan Pasal 38 dimana harus dihadiri Penjual dan 
Pembeli atau orang yang diberi kuasa Notariil (minimal 
Legalisasi).  
Dalam kasus ini Debitur/Penjamin tidak menghadiri 
dan PPAT melakukan pembuatan AJB cukup dengan 
hadirnya Kreditur dengan dasar PPJB dan Kuasa Menjual 
dari Debitur. Seharusnya PPAT menggunakan prinsip kehati-
hatian dengan menghadirkan kedua pihak dan Melihat 
Kuasa Menjual itu didasarkan oleh apa. 
PPAT dapat memberikan Penolakan untuk membuat 
akta ini haruslah diberitahukan secara tertulis berserta 
alasan-alasannya kepada para pihak mengenai kekurangan-
kekurangan dalam pendaftaran pemindahan hak dan 
pembebanan hak bersangkutan. Oleh karena itu PPAT 
bertanggung  jawab  untuk  memeriksa  dan  mencocokan  
data  yang  terdapat  dalam sertifikat dengan daftar-daftar 
yang ada di Kantor Pertanahan. Disamping syarat-syarat 
tersebut di atas Notaris/PPAT juga perlu mengadakan 
wawancara atau tanya jawab dengan para pihak dihadapkan 
saksi-saksi terkait. Adapun yang perlu ditanyakan  disini 
oleh Notaris/PPAT, seperti apakah harga tanah sesuai 
dengan denah akta yang telah diserahkan oleh pembeli 
kepada penjual, dan apakah penjual telah menerima harga 
tanah tersebut dari pembeli. Pertanyaan tersebut perlu 
ditanyakan karena dalam akta ditulis bahwa uang pembelian 
sudah dibayar lunas dan diterima oleh penjual, sehingga 
akta itu juga berlaku sebagai tanda terima yang sah. 
Pihak yang dirugikan akibat terjadinya pelanggaran 
atau kesalahan tersebut dapat mengajukan tuntutan atau 
gugatan ganti kerugian kepada PPAT bersangkutan melalui 
pengadilan. Terdapat dua dalil yang dapat digunakan untuk 
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mengajukan tuntutan ganti yaitu : (1) berdasarkan dail 
wanprestsi (ingkar janji); dan (2) berdasarkan dalil 
onrechmatigedaad (perbuatan melanggar hukum). 
 
C. Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah 
1. Pengertian PPAT/PPATS/PPAT Khusus : 
Pasal 1 PP 24 Tahun 2016 jo PP No. 37/1998 
menyebutkan: 
a. Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya disebut PPAT, 
adalah pejabat umum yang diberi jewenangan untuk 
membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum 
tertentu mengenai ha katas tanah atau hak milik atas 
satuan rumah susun.  
b. PPAT Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang 
ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas 
PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum 
cukup terdapat PPAT. 
c. PPAT Khusus adalah pejabat Badan Pertanahan Nasional 
yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan 
tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu khusus 
dalam rangka pelaksanaan program atau tugas 
Pemerintah tertentu. 
Akta PPAT adalah akta yang dibuat oleh PPAT sebagai 
bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu 
mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah 
Susun. Protokol PPAT adalah kumpulan dokumen yang 
harus disimpan dan dipelihara oleh PPAT yang terdiri dan 
daftar akta, akta asli, warkah pendukung akta, arsip laporan, 
agenda dan surat-surat lainnya.2 
 
2. Tugas Pokok dan Kewenangan PPAT 
Pasal 2 PP 24/2016 JO PP 37/1998 sebagai berikut: 
a. Melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah 
dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya 
                                                        
2 Mamiek Jatmiko, “Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah”, Handout 
Kuliah Akta-akta PPAT, Surabaya, 2017, h. 02 
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perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah 
atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan 
dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data 
pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan 
hukum itu. 
b. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) 
adalah sebagai berikut:3 
1) Jual Beli; 
2) Tukar menukar; 
3) Hibah; 
4) Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng); 
5) Pembagian hak bersama; 
6) Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas 
Tanah Hak Milik; 
7) Pemberian Hak Tanggungan; 
8) Pemberian Kuasa membebankan Hak Tanggungan. 
Pasal 3 menyatakan: 
a. PPAT mempunyai kewenangan membuat akta otentik 
mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai hak atas 
tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang 
terletak di dalam daerah kerjanya. 
b. PPAT Khusus hanya berwenang membuat akta 
mengenai perbuatan hukum yang disebut secara khusus 
dalam penunjukannya. 
Pasal 4 menyatakan: 
a. PPAT hanya berwenang membuat akta mengenai hak 
atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 
yang terletak di dalam daerah kerjanya; 
b. Akta tukar-menukar, akta pemasukan ke dalam 
perusahaan, dan akta pembagian hak bersama mengenai 
beberapa hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan 
Rumah Susun yang tidak semuanya terletak di dalam 
daerah kerja seorang PPAT dapat dibuat oleh PPAT yang 
daerah kerjanya meliputi salah satu bidang tanah atau 
                                                        
3 Ibid. 
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satuan rumah susun yang haknya menjadi 
obyekperbuatan hukum dalam akta.4 
 
D. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) 
Perjanjian Pengikatan Jual Beli selanjutnya disebut 
PPJB merupakan perjanjian awal yang dibuat antara penjual 
dengan pembeli dimana penjual mengikatkan dii untuk 
menjual bidang-bidang tanah dana tau bangunan kepada 
pembeli dengan harga tertentu, dimana Akta Jual Beli belum 
dapat dilaksanakan secara resmi di hadapan Pejabat 
Pembuat Akta Tanah (PPAT) karena masih adanya alasan 
tertentu.5 
Pasal 7 UU No. 4/1996 tentang Hak Tanggungan : Hak 
Tanggungan tetap mengikuti obyeknya dalam tangan 
siapapun berada sehingga hak tanggungan tidak akan 
berakhir sekalipun obyek hak tanggungan beralih kepada 
pihak lain oleh sebab apapun. Jadi jika Obyek menjadi 
Jaminan, Cek apakah dengan jual beli dan balik nama 
sertifikat obyek akan tetap sebagai jaminan kredit-asas Droit 
De Suite. 
Penjualan Obyek Hak Tanggungan Pasal 20 (2) dan 
(3) UUHT : kesepakatan antara pemberi dan pemegang hak 
tanggungan bahwa penjualan dibawah tangan obyek 
tenggungan akan memperoleh harga tertinggi yang akan 
menguntungkan seua pihak. Penjualan hanya dapat 
dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan 
secara tertulis oleh pemegang hak tanggungan kepada 
pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-
sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah 
yang bersangkutan serta tidak ada pihak-pihak yang 
berkeberatan.  
 
1. Akta Jual Beli (AJB) 
                                                        
4 Ibid., h. 3. 
5 Mamiek Jatmiko, “Prosedur dan Syarat Penandatanganan Akta Jual 
Beli”, Handout Kuliah Akta-akta PPAT, Surabaya, 2017, h. 3. 
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Akta Jual Beli selanjutnya disebut AJB adalah akta 
otentik yang dibuat oleh PPAT untuk peralihan hak atas 
tanah dan bangunan. Pembuatan AJB sudah diatur 
sedemikian rupa melalui Peraturan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional (Perkaban) No. 08 Tahun 2012 
Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga PPAT tinggal 
mengikuti format-format baku yang sudah disediakan. 
Pembuatan AJB dilakukan setelah seluruh persyaratan jual 
beli dilengkapi dan pajak pajak jual beli sudah dibayar lunas 
sesuai kewajibannya masing-masing.  
 
2. Pembuatan Akta Jual Beli (AJB)  
Prosedur pembuatan akta jual beli (AJB) adalah 
sebagai berikut: 
a. dihadiri penjual dan pembeli atau orang yang diberi 
kuasa-Notariil (minimal legalisasi). 
b. pembacaan akta dihadapan para pihak dengan dihadiri 
sekurang-kurangnya dua saksi. 
c. PPAT membacakan dan menjelaskan isi akta. Bila pihak 
penjual dan pembeli mengerti dan menyetujui isinya 
maka Akta akan ditandatangani oleh penjual, pembeli, 
saksi dan PPAT. 
d. Akta dibuat da lembar asli, satu disimpan oleh PPat dan 
satu lembar lain akan diserahkan ke Kantor Pertanahan 
untuk keperluan Balik Nama. 
e. salinannya diberikan pada pihak penjual dan pembeli. 6 
 
E. Tanggung Gugat PPAT terhadap prinsip kehati-
hatian dalam  Pembuatan Akta Jual Beli 
Mahkamah Agung di dalam putusannya tangga1 29 
Juli 1987 Register Nomor 3309 K/PDT/1985 memutuskan, 
bahwa jual beli berdasarkan kekuasaan yang termaktub 
dalam pasal/sub 6 akta Pengakuan Utang tertanggal 25 April 
1975 Nomor 72 adalah tidak sah. Demikian pula putusan 
                                                        
6 Ibid., h. 5. 
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Mahkamah Agung tanggal 31 Mei 1990 No-
1726K/PDT/1986. 
Pembuatan akta Pengakuan Hutang dan Akta Kuasa 
Jual yang dibuat pada hari yang sama dengan nomor yang 
berurutan, berdasarkan ketentuan Undang undang Nomor 4 
tahun 1996 tentang hak tanggungan adalah bertentangan 
dengan pasal 6 dan pasal 20 ayat 2 dan 3 bahwa atas 
kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, 
penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan 
dibawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat 
diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua 
pihak. 
Sehingga dengan tidak dipenuhinya syarat tersebut 
maka eksekusi yang dilaksanakan seharusnya batal demi 
hukum, sebagaimana tercantum pada pasal 20 ayat 4 
undang undang hak tanggungan tersebut. Hal ini 
menunjukkan tidak adanya perlindungan hukum bagi 
pemberi kuasa/ penjamin dan debitur, karena tidak ada 
perhitungan selisih nilai transaksi tanah dengan nilai hutang 
denda dan bunga serta perhitungan cicilan pembayaran 
yang telah dilakukan oleh debitur kepada kreditur. Hal ini 
karena kreditur menganggap nilai obyek jaminan yang telah 
dijual dianggap sama dengan nilai transaksi atas tanah 
ditambah dengan jumlah hutang denda dan bunga. 
Disamping itu, PPAT juga berhak menadapatkan 
perlindungan hukum. Bentuk Perlindungan jabatan PPAT 
maupun protokol PPAT tidak dinyatakan secara tegas 
sehubungan PPAT adalah pejabat yang diangkat secara 
khusus untuk memperlancar pendaftaran/pencatatan hak 
atas tanah ke BPN, dalam hal perbuatan hukum peralihan, 
pembebanan dan pemberian kuasa ha katas tanah. 
Dalam hal tersebut di atas dipertegas dengan adanya 
Nota Kesepahaman Antara Kepolisian Negara Republik 
Indonesia dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah 
Nomor Polisi : B/1056/V/2006, Nomor: 01/MoU/PP-
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INI/V/2006 TENTANG PEMBINAAN DAN PENINGKATAN 
PROFESIONALISME DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM.7 
 
F. Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda 
yang Berkaitan dengan Tanah 
Mahkamah Agung di dalam putusannya tangga1 29 
Juli 1987 Register Nomor 3309 K/PDT/1985 memutuskan, 
bahwa jual beli berdasarkan kekuasaan yang termaktub 
dalam pasal/sub 6 akta Pengakuan Utang tertanggal 25 April 
1975 Nomor 72 adalah tidak sah. Demikian pula putusan 
Mahkamah Agung tanggal 31 Mei 1990 No-
1726K/PDT/1986. 
Pembuatan akta Pengakuan Hutang dan Akta Kuasa 
Jual yang dibuat pada hari yang sama dengan nomor yang 
berurutan, berdasarkan ketantuan Undang undang Nomor 4 
tahun 1996 tentang hak tanggungan adalah bertentangan 
dengan pasal 6 Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak 
Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek 
Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan 
umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil 
penjualan tersebut. Selain itu juga bertentangan dengan 
pasal 20 ayat 2 Atas kesepakatan pemberi dan pemegang 
Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat 
dilaksanakan dibawah tangan jika dengan demikian itu akan 
dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua 
pihak. 
Dalam pasal 20 UUHT yang berbunyi : 
1) Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan: 
a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk 
menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6, atau 
b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak 
Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
ayat (2), obyek Hak      Tanggungan dijual melalui 
                                                        
7 A. A. Andi Prajitno, Apa dan Siapa PPAT (Edisi Revisi), (Surabaya: 
Perwira Media Nusantara, 2016), h. 72. 
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pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan 
dalam peraturan perundang-undangan untuk 
pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan 
dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor 
lainnya. 
2) Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak 
Tanggungan penjualan obyek Hak Tanggungan dapat 
dilaksanakan dibawah tangan jika dengan demikian itu 
akan dapat diperoleh harga tertinggi yang 
menguntungkan semua pihak. 
3) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 
(satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh 
pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada 
pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan 
sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar 
di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa 
setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan 
keberatan. 
4) Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak 
Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan 
ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) batal 
demi hukum. 
5) Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, 
penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dihindarkan dengan pelunasan utang yang dijamin 
dengan Hak Tanggungan itu beserta biaya-biaya 
eksekusi yang telah dikeluarkan. 
Sehingga dengan tidak dipenuhinya syarat tersebut 
maka pelaksanaan kuasa jual dalam kasus ini telah 
menunjukkan pelanggaran terhadap ketentuan undang 
undang hak tanggungan yang berdasarkan pasal ayat 4 
berakibat pada eksekusi yang dilaksanakan batal demi 
hukum, hal ini menunjukkan pula tidak adanya 
perlindungan hukum bagi pemberi kuasa, karena hak 
pemilik obyek jaminan atas selisih nilai transaksi atas tanah 
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yang menjadi obyek jaminan dengan jumlah hutang denda 
dan bunga dianggap sama, sebagaimana tercantum pada 
pasal 3 undang undang tersebut. 
 
G. Analisa Kasus PPAT (Penjabat Pembuat Akta Tanah) 
Dalam Pembuatan Akta Jual Beli  
Bahwa Robby Tanujaya selaku PENGGUGAT, 
bersama ini menyampaikan Kesimpulan Perkara Perdata No. 
05/Pdt.G.P/2017/PN. Kpn:  
1. Bahwa selama persidangan pertama 11 Januari 2017 
pihak Tergugat tidak hadir selama persidangan 
berlangsung  pemanggilan berupa surat panggilan 
(relaas panggilan) sesuai dalam Pasal 125 ayat (1) HIR 
atau Pasal 78 Rv sesuai dengan katagori cara 
pemanggilan yang sah sesuai Pasal 390 ayat (1) dan (3) 
HIR atau Pasal 6 ke-7 Rv: sesuai dengan alamat KTP 
tergugat SUGIHARTO SURYONO, alamat Perum Pesona 
Singosari C-16 RT.05/RW.05 Ardimulyo, Singosari 
Malang. Ketidakhadiran tergugat pada sidang pertama 
hakim memberikan pengunduran sidang toleransi 3 kali 
dibuktikan pada 3 (tiga) penggilan relaas karena yang 
bersangkutan dan keluarga tidak ditempat maka 
disampaikan kepada kepala desa setempat sehingga 
sesuai dengan Pasal 126 HIR bahwa tergugat tidak hadir 
tanpa alasan yang sah, maka hakim memungkinkan 
untuk menjatuhkan verstek. 
2. Bahwa selama proses pembuktian Penggugat 
membuktikan sesuai dengan dengan Pasal 164 HIR dan 
284 Rbg serta Pasal 1866 KUHPerdata yaitu Alat Bukti 
Surat yaitu Alat Bukti Surat (Tertulis) Penggugat antara 
lain: Perjanjian Pengakuan Hutang No. 41, Kuasa 
Menjual No. 42, KTP dan KK atas Nama Puspaningsih 
(Ibu Kandung Penggugat), Akta Jual Beli No. 299/ 2014, 
Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 124, KTP & KK 
Atas nama penggugat (Robby Tanujaya), Tanda Terima 
Sementara Rp. 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima 
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Juta Rupiah) sebagai Pinjaman tergugat, Rekapitulasi 
Cek Panin Mulai 29 sampai 31 Maret 2011, Cek No. 
144252 Tanggal 29 Maret 2011 Rp. 115.0000, Cek No. 
144253 Tanggal 31 Maret 2011 Rp. 5.000.000, Bukti 
Transfer melalui BCA  atas Nama Sugiharto Rp. 
5.000.000,- 
3. Bahwa selama proses pembuktian Penggugat 
membuktikan sesuai dengan dengan Pasal 164 HIR dan 
284 Rbg serta Pasal 1866 KUHPerdata yaitu Alat Bukti 
Saksi yaitu Saksi diajukan Penggugat: 
a. Bahwa saksi yang diajukan Penggugat 21 Pebruari 
2017 yakni: Diah Wahyunung Astuti, 50 Tahun, 
Perempuan, Alamat: Jalan Simpang Dirgantara VII. 
B/12 RT 05/RW 10 Kelurahan Lesanpuro. 
Kec.Kedungkandang, Malang merupakan staf PPAT R. 
Imam Rahmat Sjafi’i dan saksi mengenai proses Akta 
Jual Beli No. 299/2014 merupakan akta otentik, 
diperoleh keterangan dalam persidangan yang 
menyatakan  bahwa tidak ada mengenal Penggugat 
dan mengetahui Penggugat Robby Tanujaya dan 
Puspamingsih menghadap PPAT R. Imam Rahmat 
Sjafi’i Hari Jumat, 21 Maret 2014 untuk melakukan 
jual beli Hak Guna Bangunan (HGB) No.124, 
berdasarkan surat kuasa menjual No. 42 yang telah 
disepakati antara pihak Penggugat dan Tergugat.  
b. Bahwa saksi yang diajukan Penggugat 28 Pebruari 
2017 yakni Runcono, 50 Th, Laki-laki, Alamat: Desa 
Balong  RT.02/RW.07, Kel.Sidodadi, Kec.Sukosewu 
merupakan staf Notaris Winarni dan saksi mengenai 
proses Perjanjian Pengakuan Hutang No. 41 dan 
Kuasa Menjual No. 42 merupakan akta otentik, 
diperoleh keterangan bahwa saksi tidak mengenal 
Penggugat dan mengetahui bahwa Penggugat Robby 
Tanujaya dengan Tergugat Sugiharto Suryono dan 
Ratna Hariani (Istri Tergugat) menghadap Notaris 
Winarni, sesuai dengan kesepakatan para pihak 
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membuat perjanjian Hutang Piutang dan Kuasa 
Menjual Kamis, 12 Mei 2011:  
1) Saksi menyatakan bahwa Tergugat memiliki 
meminjam uang kepada tergugat untuk pelunasan 
kredit PT.Danamon Indonesia melalui Danamon 
Simpan Pinjam (DSP) Unit Baru Lawang dengan 
Platfon Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta 
rupiah), para pihak sepakat mebayar terhitung 5 
(lima) bulan terhitung tanggal 1 April 2011 sampai 
1 September 2011 sesuai dengan Pasal 1 didalam 
Perjanjian Pengakuan Hutang No. 41 dan guna 
menjamin pelunasan maka Tergugat sepakat 
dengan menjaminkan sebidang Tanah HGB No.124 
Desa Ardimulto, seluas 112 M2 sesuai Pasal 4.  
2) Saksi menyatakan setelah melakukan kesepakatan 
para pihak maka yang dilakukan penggugat 
memberikan sejumlah pinjaman sesuai dengan 
pengakuan hutang dengan pembayaran yang telah 
disepakati, dalam hal ini penggugat sudah 
melakukan pembayaran pinjaman sesuai 
kesepakatan para pihak.  
c. Bahwa saksi yang diajukan Penggugat 28 Pebruari 
2017 yakni Edi Mursono, 32 Th, Laki-laki, Alamat: Jl 
Kolonel Sugiono No. 38 RT 01/RW 06, Kel.Ledok 
Kulon, Kec. Bojonegoro merupakan staf Keuangan 
dan Marketing Penggugat yang 12 Th berkerja UD. 
Gajah Mada diperoleh keterangan bahwa saksi hanya 
mengetahui mengenai pembayaran yang dilakukan 
oleh Istri Penggugat untuk pembayaran pinjaman 
rumah atas nama Tergugat berupa bukti Cek No. 
144252 Tanggal 29 Maret 2011 sebesar Rp. 
115.000.000 (Seratus Lima Belas Juta Rupiah), Cek 
No. 144253 Tanggal 31 Maret 2011 dengan 
perincian bayar rumah senilai Rp. 5.000.000, dan 
Transfer BCA atas Nama Tergugat Rp. 5.000.000,-, 
(sesuai dengan bukti surat ) dan kekurangan 
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sejumlah Rp. 25.000.000,- diberikan dibawah tangan 
oleh pihak Penggugat. Berdasarkan keterangan saksi 
bahwa mulai peminjaman senilai Rp. 150.000.000 
(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tertanggal 29 
Maret 2011 sampai detik ini tahun 2017 belum ada 
pengembalian maupun melalui transfer dari pihak 
tergugat.  
d. Bahwa saksi yang diajukan Penggugat 14 Maret 2017 
yakni Mohammad Hamidi, SH, M.KN, 37 Th, Laki-laki, 
Alamat: Istana Borobudur Agung B-8 RT.009/RW 
011/ Kel. Mojolangu, Kec.Lowokwaru merupakan 
Keterangan Ahli Hukum Perdata Universitas 
Brawijaya:  
1) Diperoleh keterangan bahwa keterangan ahli tidak 
mengenal Penggugat dan Tergugat, menjelaskan 
mengenai Perjanjian Pengakuan Hutang sebagai 
dasar Perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata: 
(1) Kesepakatan Para Pihak, (2) Kecakapan untuk 
membuat perikatan (yang merupakan syarat 
Subyektif), (3) menyangkut hal tertentu dan (4) 
danya causa yang hal  (yang disebut syarat 
Obyektif). 
2) Dalam hal ini Penggugat dan Tergugat memenuhi 
unsur 1320 KUHPerdata dalam perjanjian 
memenuhi syarat subyektif dan obyektif, akibat 
timbulnya perjanjian tersebut para pihak terkait 
dituntut melaksanakan sesuai Pasal 1338 ayat 2 
KUHPerdata secara sah mengikat sebagai undang-
undang bagi para pihak Penggugat dan Tergugat 
dimana perjanjian pengakuan Hutang No. 41 dan 
Kuasa Menjual No.42 merupakan perjanjian yang 
tidak dapat ditarik kembali selain kata sepakat 
antara Penggugat dan Tergugat.  
4. Dalam perkara ini pihak tergugat tidak menjalankan 
prestasi sesuai Pasal 1234 KUHPerdata yang terdapat 
dalam perjanjian pengakuan hutang No.41 yang telah 
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disepakati, sehingga tergugat tidak melakukan 
sesuatu dan dinyatakan Wanprestasi sesuai Pasal 1238 
KUHPerdata, bentuk-bentuk wanprestasi:  
a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali 
b. Melaksanakan tetapi tidak tetap waktu 
c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan 
d. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak 
boleh dilakukan  
5. Dalam perkara ini pihak Penggugat dirugikan akibat 
wanprestasi yaitu Tergugat tidak melaksanakan prestasi 
sama sekali, sehingga Penggugat meminta ganti 
kerugian pada pihak tergugat untuk membayar ganti 
rugi sesuai Pasal 1243 KUHPerdata dan Ganti Rugi 
terdiri dari Biaya, Rugi, dan Bunga (Pasal 1244 s.d. 1246 
KUHPerdata) dan sesuai dengan telah disepakati yang 
tertuang dalam Pasal 7 dan Pasal 9 Perjanjian 
Pengakuan Hutang No. 41.  
6. Bahwa keterangan ahli menganalisa mengenai Kuasa 
Menjual No. 42 Pasal 1792 KUHPerdata:  Pemberian 
kuasa “ suatu perjanjian dengan mana seseorang 
memberikan kekuasaan kepada orang lain yang 
menerimanya untuk atas namanya, menyelesaiakan 
suatu pekerjaan”, dan sesuai Pasal 1795 KUHPerdata 
yang merupakan “Surat Kuasa Khusus yaitu pemberian 
kuasa yang dilakukan kepentingan tertentu atau lebih” 
yang menyebutkan “ Untuk pemberi kuasa tersebut 
diatas, menjual, memindahkan, menyerahkan, 
melepaskan hak atas sebidang HGB No. 124 Desa Ardi 
Mulyo seluas 112 M2. 
7. Bahwa Keterangan ahli menilai bahwa Penggugat, sejak 
perjanjian pengakuan hutang No. 41, Kuasa Menjual No. 
42, sampai peralihan hak atas Hak Guna Bangunan No. 
124 berdasarkan akta jual beli No. 299/2014 dalam hal 
ini Penggugat mulai Perjanjian Pengakuan Hutang tahun 
2011 sampai 2014 membayar beban biaya-biaya yang 
timbul dalam segala bentuk perjanjian baik: Perjanjian 
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Pengakuan Hutang No. 41. Kuasa Menjual No. 42, Akta 
Jual Beli No. 299/2105, Biaya Peralihan Hak atas Tanah 
ditanggung pihak Penggugat/ Kreditur sehingga tidak 
sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati pihak 
Tergugat yang tertuang dalam Perjanjian Pengakuan 
Hutang No. 41, sehingga Penggugat sudah melakukan 
prestasi dan itikad baik dalam melakukan perjanjian.  
 
H. Penutup  
Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian ini, 
dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Kedudukan surat keterangan Notaris dengan kuasa 
menjual sebagai dasar dibuatnya akta jual  beli  balik  
nama  yang dibuat  oleh  dan/atau  dihadapan  PPAT  
berfungsi sebagai  perjanjian  bantuan  dan  akta  di  
bawah  tangan  dengan  tujuan  untuk melindungi posisi 
pembeli dan juga memperlancar pekerjaan 
Notaris/PPAT dalam membuat akta jual beli beserta 
pendaftaran peralihan hak atas tanah yang menjadi 
obyek jual beli. Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 
Tentang Pendaftaran Tanah AJB yang dibuat oleh PPAT 
sebenarnya sudah sesuai prosedur yang telah 
ditetapkan. Namun di dalam Prinsip Kehati-Hatian PPAT 
karena persoalan terhadap keberadaan Kuasa Menjual 
yang dipergunakan dalam Pendaftaran Peralihan Hak 
Atas Tanah tidak dijumpai pengaturannya dalam PP No. 
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Tidak 
adanya Kepastian Norma Hukum tersebut telah 
menyebabkan terjadinya penyelesaian pendaftaran 
peralihan hak atas tanah yang berbeda-beda antar PPAT 
sesuai pengetahuan yang dimiliki dan kebenarannya 
melakukan upaya penemuan hukum.  
2. Pembuatan akta Pengakuan Hutang dan Akta Kuasa Jual 
yang dibuat pada hari yang sama dengan nomor yang 
berurutan, berdasarkan ketentuan Undang undang 
Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan adalah 
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bertentangan dengan pasal 6 dan pasal 20 ayat 2 dan 3 
bahwa atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak 
Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat 
dilaksanakan dibawah tangan jika dengan demikian itu 
akan dapat diperoleh harga tertinggi yang 
menguntungkan semua pihak. Sehingga dengan tidak 
dipenuhinya syarat tersebut maka eksekusi yang 
dilaksanakan seharusnya batal demi hukum, 
sebagaimana tercantum pada pasal 20 ayat 4 undang 
undang hak tanggungan tersebut. Hal ini menunjukkan 
tidak adanya perlindungan hukum bagi pemberi kuasa/ 
penjamin dan debitur, karena tidak ada perhitungan 
selisih nilai transaksi tanah dengan nilai hutang denda 
dan bunga serta perhitungan cicilan pembayaran yang 
telah dilakukan oleh debitur kepada kreditur. Hal ini 
karena kreditur menganggap nilai obyek jaminan yang 
telah dijual dianggap sama dengan nilai transaksi atas 
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